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WALIKOTA BATAM 

KEPUTUSAN W ALIKOTA BATAM 
NOMOR: 06. TAll UN 2002 

TENTANG 

PERUBAIIAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAtvl 
NOMOR: II TAIIUN 2001 TENTANG TAT/\ CARA J>EMASlJKAN 

KENDARAAN BERMOTOR DAN ALA'I' ALAT BERAT DAIU LlJAR 
NL~GFRl DAN DARI DAERAII PABEAN INDONESIA LAINNYA 

KEDALAM WILA YAH KOTA BATAM 

W ALIKOT A BAT AM 

Mcnimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan tcrlih pcnwsukan Kcndaraan 
Bcnnotor dan Alat-alat lkrat dari l.uar Ncgcri dan dari Dacrah 
Pabcan Indonesia lainnya kcdalam Wilayah Kola Batam, pcrlu 
diadakan pl.!rubahan dan pcnycmpumaan Kcputusan Walikola Balam 
tcntung haltersebut yang Ielah ditetapkan scbelumnya; 

Mengingal 

h. bahwu perubuhan sepcrti dimaksud huruf a terscbul diatas sdajutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam. 

I. Undang Undang Rcpublik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1999 lenlang 
Pcmcrintahan Daeruh (Lemharan Ncgara Repuhlik Indonesia Tahun 
1999 Nomor : 60, lambahan Lembaran Negara lahun 1999 Nomor : 
3839). 

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun I 1J99 tcnlang 
Pcmhcnlukan Kahupatcn Pclalawan, Kahupatcn l{okan !lulu, 
Kahupatcn Rokan llilir, Kabupatcn Siak, KaiHtpakn Karimun, 
Kahupall.!n Nat una, Kahupall.!n K uantan Singi ngi dan Kola Hal<tnt 
scbagaimana Ielah di ubah dcngan l Jndang lJ ndang Rcpubl ik 
Indonesia Nomor : 13 Tahun 2000 ( Lcm baran Ncgara Rc1Hthl i k 
Indonesia Tahun I 999 Nomor 181 ). 

3. Pcraluran Daerah Kola Balam ~omor : 8 Tahun 200 I tengtang 
Organisasi dun Tala Kc1ja Dinas Dacrah Kola Batam. 

4. Pcruluran Daerah Kola Batam Nomor : 9 Tahun 200 I ten lang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WAI.JKOTA BATA~vl 

NOMOR : II TAIIUN 2001 TENTANG TATA CAI~A PEMASUKAN 
KENDARAAN BERMOTOR DAN ALA'!' ALAT BERAT DARI UJAJ{ 
NEGERI DAN DARI DAERAII PABI~;\N INDONFSIA I.AINN Y :\ 
KEDALAM WI LAY All KOTA BATAM 

Pasal 1 

Mengubah hchcmpa kelt!ntuan dalam Kepulusan Wal ikota flalam Nomor : I I Tahun 200 I 
tentang Tata Cam Pcmasukan Kendaraan JJcnnotor dan alat alat bcral dari Luar N~g~:ri dan 
dari dacrah Pabcan Indonesia lainnya kcdalam Wilayah Kola Bala111, s~bagai bcrikut : 

J. PERUDAHAN PADA KEPUTUSAN 

a. Mcrubah dcngan menambah konsideran mengingat sehingga menjadi : 

4. Pcralumn Daeruh Kola Bnlam Nomor 8 Tahun 200 I lcnlang Organisasi dan Tala 
Ke1ja Dinus Daerah Kola Datam. 

5. Peraturan Daerah Kola flatam Nomor 9 Tahun 200 I lcntang l.alu l.intas dan 
Angkutan Jalan di Kola Batam. 

6. Keputusan Walikota Datam Nomor Kpts. 228/HKJIX/200 I tanggal 2-l 
September 2001tenlang Pcnyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 
Umum di Kota Datam. 

7. Kcputusan Walikota Ilatam Nomor : Kpts. 229/11 KJI X/200 I tanggal 2-l 
September 200 I len lang Penctapan jumlah bus umum yang melayani lrayek 
utama, trayek cabang dan taksi Kola Datam. 

8. Kcputusan Walikota JJatam Nomor : Kpts. 230/IIK/JX/200 I Unggal 2-l 
September 2001tenlang Pcmilikan Sural Pcnclapan Sifat Kcndaraan (SPSK) dan 
Sural .Ienis Kcndaraan (SPJK) untuk scluruh kcndaraan hcrmolor di Butam. 

b. Perubahan pada pasal 2 ayat (2) yaitu : 

Tertulis Untuk pemasukan I (satu) unit kendaraan bermotor jcnis 
kcndaruan pcnumpang sampai dengan I 0 (sepuluh) orang 
(sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) dalam kcadaan 
hukan baru scbagaimana dimaksud pada ayal (I) poin b Jiatas 
harus discrtai dengan pengalkiran/scraping I (salu) unit 
kcndaraan hcrmolor jcnis penumpang yang dihuktikan dengan_ 
sertilikat scrap yang discrtai dcngan kctcrangan K~polisian Jan 
J)imas Pcrhubungan dan disahkan oleh lndcpcndcnl Surveyor 
dun pcrusahaan Scrap. 
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Dimbah menjadi : Untuk pemasukan 1 (satu) unit kendaraan bennotor jenis 
/ kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang 

(sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) dalam keadaan 
bukan barn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) poin b diatas 
hams disertai dengan pengafkiran/scraping I (satu) unit 
kendaraan bennotor jenis penumpang yang dibuktikan dengan 
sertifikat scrap yang disertai dengan keterangan Kepolisian dan 
Dinas Perhubungan dan disahkan oleh Dinas Perhubungan, 
Kepolisian dan Pemsahaan Scrap. 

c. Pembahan pada Pasal 4 

Tertulis 

Dimbah menjadi 

Pasal 4 ayat ( 1 ) 

: PERSYARATAN DAN PROSEDUR 

KETENTUAN LAINNY A 

Jerhitung mulai Tanggal 1 April 2002, pemasukan kendaraan 
bennotor ke Kota Batam atlalab dalam keadaan bam yang 
diproduksi nmksimal 2 (dua) tahurt sebelmn. tahun berjalan. 

Persayaratan dan Prosedur petunjuk pelaksana pemasukan 
kendaraan sebagaimana tercantum da1am pasal 2 dan pasal 3 
diatas dituangkan dalam lampiran yang mempakan kesatuan 
yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. 

2. PERUBAHAN PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN 

a. Perubahan pada Lampiran angka 11. PROSEDUR PEMASOKAN 

1. Kendaraan Asa1 Luar Negeri 

ayat ( 4 ) Tertulis 

Dimbah menjadi 

: Pemsahaan lmportir/Pemasok hams menghubt,lflgi 
Independent Surveyor dan Perusahaan Scrap unh'lk 
melakukan pengesahan dan pelaksanaan pengafkiran atau 
Scraping yang dituangkan dalam sebuah Sertifikat Scrap. 

Perusahaan Importir/Pemasok hams menghubungi Dinas 
Perhubungan dan Perusahaan Scrap untuk melakukan 
pengesahan dan pelaksanaan pengafkiran atau Scraping 
yang dituangkan dalam sebuah Sertifikat Scrap. 
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h. Pcrubahan pada Lampiran ungka III. KETENTUAN PENTJNG LAINNYA 

ayat (4) tcrtulis 

Dirobah menjadi 

IJiaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pclaksanaan 
pcngafkiran (.scruping) ditanggu11g scpclHlhllya oleh lmportir. 
Biaya-biaya tersebul akan ditdapkan bcrdasarkan 
persclujuan bcrsama anlara imporlir, pcru.sahaan skrap Jan 
independent surveyor yang dilunjuk olch Walikola Batam. 

Di{lya-biaya yang dikeluarkan dulam rangka pelaksanaan 
pcngufkiran (scruping) ditanggung scpcnuhnya olch Importir. 
Biaya-biaya tersebut akan ditetapkan bcrdasarkan 
persetujuan bersamu anlura imporlir, pcrusahaan skrap dan di 
fasilitasikan mt::lalui Dinas Perhubungan. 

Pasal 2 

Kepulusan ini mulai berlaku sejak langgal ditetapkan. 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal ) 2.. Januari 2002 

-

Ditetapkan di Batam 
padalanggal 21 Junuuri2002 

TAMllAHAN LEMflARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAIIlJN 2002 NOMOR It e:A: n 1 t 
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